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Abstract: Perception of Worker to Implementation a City Minimum Wage Policy (UMK) 
(Study at Sukun Subdistrict, Malang City). Policy of City Minimum Wage (UMK) is the 
Government's attempt to protect worker and improve the welfare of worker subject to the ACT. 
No. 13 Year 2003. However, many of these entrepreneurs did not implement this policy, so as 
to bring up a different perception and outcry from worker, especially worker in Sukun 
Subdistrict, Malang City. The purpose of this study is to describe and analyze the 
implementation of policy UMK Malang, perception of worker, and the impact of the 
implementation of UMK to the welfare worker. This research was qualitative research with the 
descriptive approach. The focus of the problem is that (1) the implementation of UMK policy in 
Malang, (2) perception of worker in Sukun Subdistrict  to UMK Malang, and (3) the impact of 
the implementation of UMK to the welfare worker in Sukun Subdistrict, Malang City. The 
results of this study are UMK implementation is good enough but not optimal so as to bring up 
a different perception of the worker. Only the worker wages above the UMK can be said to 
prosper.  
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Abstrak: Persepsi Pekerja terhadap Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang). Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) 
merupakan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja yang diatur dalam UU. No.13 Tahun 2003. Namun, banyak dari pengusaha tidak 
melaksanakan kebijakan ini, sehingga memunculkan persepsi yang berbeda hingga kecaman 
dari para pekerja khususnya pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan UMK Malang, persepsi 
pekerja, dan dampak pelaksanaan UMK terhadap kesejahteraan pekerja. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus permasalahannya adalah: (1) 
implementasi kebijakan UMK Malang, (2) persepsi pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang 
terhadap UMK Malang, dan (3) dampak pelaksanaan UMK terhadap kesejahteraan pekerja di 
Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi UMK Malang 
sudah cukup baik namun belum optimal sehingga memunculkan persepsi berbeda dari para 
pekerja. Hanya pekerja yang upahnya di atas UMK dapat dikatakan sejahtera. 
 
Kata Kunci: Persepsi, Pekerja, Upah Minimum Kota (UMK), Kesejahteraan. 
    
  
Pendahuluan 
Upaya pemerintah saat ini di dalam 
pembangunan hanyalah mengejar 
pertumbuhan tetapi tidak diimbangi dengan 
perluasan kesempatan kerja yang signifikan. 
Ditambah dengan adanya perkembangan 
teknologi yang semakin canggih justru 
tenaga manusia tersubstitusi oleh mesin. 
Hal-hal di atas menjadikan faktor-faktor 
yang memberikan posisi kuat bagi 
pengusaha untuk menekan upah pekerja 
serendah-rendahnya dan mengabaikan 
kewajibannya pada pekerja, sehingga 
permasalahan akan ketenagakerjaan 
semakin kompleks dengan adanya masalah 
pengupahan pekerja.  
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Upah menurut Khakim (2006, h.13) 
yang dikutip dari Pasal 1 No. 30 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, adalah: “Hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu  perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 
pekerjaan dan jasa yang telah atau akan 
dilakukan.”. Begitu pentingnya upah bagi 
pekerja sehingga peran pemerintah sangat 
dibutuhkan.  
Upaya yang telah diambil pemerintah 
untuk mengatasi permasalahan upah ialah 
Kebijakan Upah Minimum yang diatur 
dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 89 
yang menyebutkan kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK). Kebijakan ini 
bertujuan untuk melindungi pekerja dan 
meningkatkan kesejahteraan pekerja. UMK 
didasarkan pada salah satunya pemenuhan 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diatur 
dalam Permenakertrans Nomor PER-
17/MEN/ VIII/2005. Komponen KHL 
meliputi kebutuhan dasar yaitu pangan 
(makanan dan minuman), papan, sandang, 
pendidikan, kesehatan, transportasi, 
rekreasi, dan tabungan.  
 Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) yang masih sering diabaikan oleh 
para pengusaha di mana banyak pengusaha 
belum melaksanakan kebijakan tersebut di 
perusahaannya. Hal ini seringkali 
memunculkan persepsi yang berbeda 
hingga kecaman dari para pekerja/buruh di 
berbagai daerah di Indonesia. Persepsi 
menurut Leavit dalam Sobur (2003, h.445), 
“Persepsi dalam arti sempit adalah 
penglihatan, bagaimana cara seseorang 
melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas 
persepsi adalah pandangan atau pengertian 
yaitu bagaimana seseorang memandang 
atau mengartikan sesuatu.” Persepsi yang 
berbeda ini muncul dari pekerja yang 
upahnya jauh di bawah UMK.  
 Di Kota Malang khususnya, dari data 
terakhir yang masuk dalam bidang 
Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Malang ada sekitar 20% 
perusahaan di Kota Malang yang belum 
menerapkan UMK Tahun 2012. Hal 
tersebut mengakibatkan sepanjang tahun 
2012 terdapat beberapa pemberitaan 
tentang unjuk rasa dan mogok kerja yang 
dilakukan oleh pekerja sebagai bentuk 
tindak lanjut dari persepsi pekerja yang 
menilai upahnya jauh di bawah UMK, 
mereka menuntut kenaikan upah sesuai 
UMK Malang Tahun 2012 sebesar Rp. 
1.132.254,-.  
 Kasus unjuk rasa dan mogok kerja 
yang terjadi ialah pada Hari Buruh Sedunia, 
Selasa 1 Mei 2012, (Kompas, 30 April 
2012). Beberapa bulan kemudian unjuk rasa 
dan mogok kerja dilakukan oleh ratusan 
buruh harian pabrik rokok PT Utama Mama 
di kompleks pabrik, di Jalan Bandulan 
Barat, Kecamatan Sukun, Kota Malang 
yang menuntut adanya kenaikan upah. 
Buruh pabrik yang merasa tidak cukup 
dengan upah yang ia peroleh dengan upah 
selama 1 hari kerja dari pagi sampai sore 
digaji hanya 30 ribu rupiah. (Surya, 26 Juni 
2012).   
 Berdasarkan hal tersebut, Gubernur 
Jawa Timur mengeluarkan Pergub No. 72 
Tahun 2012 tentang UMK di Jawa Timur 
untuk tahun 2013. UMK Kota Malang 
sebesar Rp. 1.340.300,- dengan KHL Rp. 
1.268.015,-. UMK Malang menga lami 
kenaikan sebesar 18,37 % (Suara Surabaya, 
24 November 2012). Peningkatan UMK 
diharapkan pemerintah dapat meningkatkan 
taraf hidup dan kesejahteraan pekerja. Dari 
sinilah muncul keinginan dari penulis untuk 
mengetahui persepsi pekerja terhadap 
implementasi kebijakan UMK di Kota 
Malang Tahun 2013, sejauh mana ke-
bijakan UMK Malang ini berpengaruh bagi 
pekerja, khususnya pekerja di Kecamatan 
Sukun Kota Malang.  
 Dengan memperhatikan latar 
belakang masalah di atas maka disusunlah 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1) bagaimanakah implementasi  
kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) di Kota Malang? 
2) bagaimanakah persepsi pekerja di 
Kecamatan Sukun Kota Malang 
terhadap kebijakan Upah Minimum 
Kota (UMK) di Kota Malang? 
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3) bagaimanakah dampak pelaksanaan 
kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) terhadap kesejahteraan 
pekerja di Kecamatan Sukun Kota 
Malang? 
Tinjauan Pustaka 
1. Kebijakan Publik 
     Menurut Robert Steward dalam 
Dwidjowijoto (2006, h.23) kebijakan publik 
adalah: “A proses or a series or pattern of 
governmental activities or decisions that 
are design to remedy some public problem, 
either real or imagined” (Sebuah proses 
atau sebuah rangkaian atau pola dari 
kegiatan pemerintah atau keputusan-
keputusan yang dirancang untuk 
memecahkan beberapa masalah publik, baik 
nyata maupun bayangan). Masih dalam 
Toha (2003, h.62), Thomas R. Dye 
menyatakan bahwa kebijakan publik 
ialah“Whatever government choose to do 
or not to do” (Apapun yang dipilih oleh 
oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun 
untuk tidak dilakukan). 
1. Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Mazmanian dan Sabatier 
yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005, 
h.68) menjelaskan implementasi itu adalah: 
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan 
dasar, biasannya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk 
perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
eksekutif yang penting atau keputusan 
badan pengadilan. Apabila satu kebijakan 
dianalisis (perumusannya) dan dirumuskan, 
langkah selanjutnya adalah 
mengorganisasikan, melaksanakan, dan 
melakukan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan tersebut.”. Sedangkan, menurut 
Setyodarmojo (2000, h.192) urutan langkah 
implementasi dan pengendalian kebijakan 
publik adalah sebagai berikut: 
a) sosialisasi dan penyebaran kebijakan 
agar seluruh masyarakat mengetahui 
tentang adanya kebijakan tersebut; 
b) pembentukan organisasi pelaksanaan 
yang meliputi, pembagian tugas dan 
fungsi, penyusunan unit kerja, tatakerja 
dan juklak, serta koordinasi; dan 
c) penyusunan program kerja. 
 
  
2. Dampak Kebijakan Publik 
Menurut William N. Dunn dalam 
Wibawa (1994, h.5), menyebutkan bahwa 
“Dampak kebijakan adalah perubahan 
kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat 
dari output kebijakan”. Dampak kebijakan 
itu sendiri menurut Wibawa (1994, h.54) 
“Di dalamnya ada unit sosial pedampak 
yang merupakan unit-unit sosial yang 
terkena dampak sebagai akibat 
dilaksanakannya kebijakan”. Unit sosial 
pedampak tersebut terdiri dari. 
a. Dampak Individual. Dampak yang 
menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, 
psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan 
sosial, serta personal. 
b. Dampak Organisasional. Dampak 
kebijakan terhadap organisasi atau 
kelompok, baik secara langsung maupun 
tidak langsung.  
c. Dampak terhadap masyarakat. 
Menunjuk pada sejauh mana kebijakan 
tersebut mempengaruhi kapasitas 
masyarakat dalam melayani anggotanya. 
d. Dampak terhadap lembaga dan sistem 
sosial.  
 
2. Persepsi 
Persepsi menurut Leavit dalam Sobur 
(2003, h.445), “Persepsi dalam arti sempit 
adalah penglihatan, bagaimana cara 
seseorang melihat sesuatu, sedangkan 
dalam arti luas persepsi adalah pandangan 
atau pengertian yaitu bagaimana seseorang 
memandang atau mengartikan sesuatu.” 
Sedangkan, Irvin T. Rock dalam Muchtar 
(2007, h.14-15) menjelaskan, karakteristik 
seseorang terhadap suatu objek meliputi:  
a) proses mental berfikir, yang menim-
bang hal-hal yang dianggap paling baik 
dari beberapa macam pilihan;  
b)  perseptor dalam mempersiapkan sesuatu 
tidak terlepas dari latar belakang 
perseptor;  
c)  persepsi dapat dijadikan dasar bagi 
seseorang untuk menseleksi dan 
mengambil tindakan; dan 
d)  secara umum dalam mempersepsikan 
sesuatu, seseorang harus dibekali 
pengetahuan, panca indera, dan 
kesadaran lingkungan.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi Menurut Baltus yang dikutip oleh 
Sobur (2003, h.459), yaitu: 
a) kemampuan dan keterbatasan fisik dan 
alat indera;  
b) kondisi lingkungan; 
c) pengalaman masa lalu; 
d) kebutuhan dan keinginan; dan 
e) kepercayaan, prasangka dan nilai.  
Dalam penelitian ini, persepsi akan 
lebih dikaitkan dengan implementasi 
kebijakan, bukan pada proses pembuatan 
kebijakan. Di mana dikaitkan dengan 
teorinya Dunn (2003). Sehingga Persepsi 
menjadi salah satu unsur yang penting 
untuk mengukur keberhasilan dari 
implementasi kebijakan, apakah sudah baik 
atau tidak, apakah sudah tepat sasaran atau 
tidak.  
 
3. Upah Minimum 
Menurut Soedarjadi (2008, h.75), 
“Upah minimum diartikan sebagai 
ketetapan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah mengenai keharusan perusahaan 
untuk membayar upah sekurang-kurangnya 
sama dengan Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL) kepada pekerja yang paling rendah 
tingkatannya.” 
Upah Minimum berdasarkan wilayah 
kabupaten/Kota disebut UMK. Peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
mengenai penetapan ketentuan UMK yang 
terbaru adalah UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Menurut Sutanto 
(2003, h.212-213) menyebutkan ada dua 
tujuan dari penetapan upah minimum, yaitu. 
a. Tujuan Makro, berupa: pemerataan 
Kenaikan upah minimum akan 
mempersempit kesenjangan antara 
pekerja tingkat atas dan tingkat paling 
bawah, peningkatan daya beli pekerja 
yang mendorong ekonomi rakyat, 
peningkatan produktivitas nasional. 
b) Tujuan Mikro, berupa: sebagai jaring 
pengaman, mengurangi kesenjangan 
antara upah terendah dan tertinggi, 
meningkatkan penghasilan pekerja 
tingkat terendah, meningkatkan etos dan 
disiplin kerja, memperlancar komunikasi 
antara pekerja dengan pengusaha. 
 
 
4. Kesejahteraan 
Menurut Wullur (2009, h.13) yang 
mengutip pengertian kesejahteraan sosial 
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 
tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kesejahteraan sosial bab 1 ayat 2 
menyebutkan bahwa: “Kesejahteraan Sosial 
ialah suatu tatakehidupan dan penghidupan 
sosial, materiil, maupun spiritual yang 
diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, 
dan ketentraman lahir batin, yang 
memungkinkan bagi setiap warga negara 
untuk mengadakan usaha pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, 
dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 
keluarga serta masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak-hak asasi serta 
kewajiban manusia sesuai dengan 
pancasila.” Dan Soedarjadi (2009, h.77) 
yang secara singkat mengartikan 
kesejahteraan adalah: “suatu keadaan yang 
dapat terlaksana apabila pekerja/buruh 
dapat hidup dengan tenteram dan bahagia”. 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Pada 
penelitian ini yang menjadi lokasi 
penelitian adalah Kota Malang dan situs 
penelitiannya adalah Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota 
Malang dan Wilayah Kecamatan Sukun.  
Sumber data diperoleh dari data primer dan 
data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan 
model interaktif yang dikembangkan oleh 
Miles dan Hubberman yang dikutip oleh 
Pawito (2007, h.104-106) melalui tiga 
tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) di Kota 
Malang 
Sesuai dengan pendapat Robert 
Steward dalam Dwidjowijoto (2006, h.23) 
yang mengatakan kebijakan publik adalah: 
“A proses or a series or pattern of 
governmental activities or decisions that 
are design to remedy some public problem, 
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either real or imagined” (Sebuah proses 
atau sebuah rangkaian atau pola dari 
kegiatan pemerintah atau keputusan-
keputusan yang dirancang untuk 
memecahkan beberapa masalah publik, baik 
nyata maupun bayangan). Dan yang 
menjadi masalah publik dalam hal ini 
adalah masalah pengupahan bagi pekerja 
yang sering kali ditemukan pelanggaran di 
lapangan yang dilakukan oleh para 
pengusaha. Sehingga, akhirnya pemerintah 
memutuskan untuk mengambil kebijakan 
pengupahan salah satunya adalah Upah 
Minimum Kota (UMK).  
Sesuai dengan hasil penelitian di 
lapangan yang telah disebutkan oleh 
Petugas Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Malang, bahwa 
kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ini 
bertujuan sebagai jaring pengaman bagi 
pekerja agar upah yang pekerja dapat tidak 
berada di level paling rendah, hal ini sesuai 
dengan pendapatnya Sutanto (2003, h.212-
213) yang menyebutkan ada dua tujuan dari 
penetapan upah minimum, yaitu tujuan 
makro dan mikro. Di mana dalam tujuan 
mikro disebutkan salah satunya mengatakan 
bahwa kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) bertujuan sebagai jaring pengaman, 
agar upah terendah tidak semakin merosot. 
Contoh kasus yang pernah ada di 
Kota Malang sepanjang Tahun 2012 yang 
pernah diberitakan di media cetak bahwa 
ada sebagian buruh rokok yang menuntut 
kenaikan upah sesuai UMK dan ada pula 
para buruh atau pekerja yang bersatu 
melakukan demo unjuk rasa menuntut agar 
terjadi revisi UMK. Sehingga melihat dari 
fenomena tersebut, membawa peneliti 
untuk ingin mengetahui lebih lanjut 
implementasi kebijakan UMK di Kota 
Malang. 
 
a. Rumusan Kebijakan yang Dipakai 
dalam Pelaksanaan Kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) Malang 
Rumusan kebijakan yang dipakai 
dalam pelaksanaan kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) Malang adalah 
Peraturan Gubernur Jawa Timur yang 
memuat di dalamnya yaitu Undang-undang 
No. 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Kep/226/ MEN/2000, Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Kep.231/ MEN/2003, dan peraturan-
peraturan lainnya. Peraturan Gubernur Jawa 
Timur No. 72 Tahun 2012 menyebutkan 
bahwa Upah Minimum Kota (UMK) 
Malang Tahun 2013 mengalami 
peningkatan dari tahun 2012 yaitu sebesar 
Rp. 1.340.300,-. 
 
2. Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum    
Kota (UMK) Malang 
Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Malang telah melakukan 
langkah-langkah implementasi kebijakan 
UMK di lapangan sesuai menurut 
Setyodarmojo (2000, h.192) yang 
menyebutkan urutan langkah implementasi 
dan pengendalian kebijakan publik adalah 
salah satunya proses sosialisasi dan 
penyebaran kebijakan agar seluruh 
masyarakat mengetahui tentang adanya 
kebijakan tersebut. Sosialisasi UMK 
diharapkan dapat memahamkan dan 
memberikan pengertian kepada pihak 
pengusaha dan pekerja bahwa Upah yang 
ada dalam Pergub Jawa Timur tersebut 
harus dilaksanakan. 
Proses sosialisasi ini sendiri, 
dilaksanakan oleh Pihak Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota 
Malang yaitu satu bulan sebelum Kebijakan 
Upah Minimum Kota (UMK) yang baru 
diberlakukan. Setelah sosialisasi ada proses 
pengangguhan selama 10 hari bagi 
perusahaan yang tidak dapat melaksanakan 
UMK. Sesuai Kepmenakertrans RI Nomor: 
KEP.231/MEN/2003. Menurut 
Setyodarmojo (2000, h.192) urutan langkah 
implementasi dan pengendalian kebijakan 
publik, langkah kedua setelah proses 
sosialisasi adalah Pembentukan organisasi 
pelaksanaan yang meliputi, pembagian 
tugas dan fungsi, penyusunan unit kerja, 
tatakerja dan juklak, serta koordinasi.  
Upaya yang dilakukan oleh Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota 
Malang dalam pembagian tugas dan fungsi 
serta koordinasi cukup baik meskipun 
masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. 
Ada bidang hubungan industrial yang selain 
membentuk dewan pengupahan daerah 
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dalam pengusulan kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) juga menangani 
terjadinya perselisihan antara pekerja dan 
pe-ngusaha terlebih berkaitan dengan 
pelanggaran terhadap UMK. Serta ada 
bidang pengawasan yang bekerja untuk 
mengawasi jalannya pelaksanaan UMK di 
lapangan. Apabila ada pengusaha yang 
melanggar Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) yang pada akhirnya menimbulkan 
gejolak antara pekerja dengan pengusaha 
tersebut maka pengusaha tersebut akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 90 
ayat (1) dalam Undang-undang No.13 
Tahun 2003. 
 
3.  Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun 
Kota Malang terhadap Kebijakan 
Upah Minimum Kota (UMK) Malang 
Setiap pekerja memiliki suatu hak 
dan kewajiban di tempat mereka bekerja. 
Menurut Prints (2000, h.22-23), yang 
dimaksud dengan hak di sini adalah 
“Sesuatu yang harus diberikan kepada 
seseorang sebagai akibat dari kedudukan 
atau status dari seseorang tersebut.” 
Mengenai hak-hak bagi pekerja, salah 
satunya adalah hak mendapat upah/gaji 
yang diatur dalam Pasal 1602 KUH 
Perdata, Pasal 88 s/d 97 Undang-undang 
No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah 
No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 
Upah.  
Cara pandang pekerja dalam melihat 
dan menilai apa yang mereka terima 
khususnya upah, masing-masing berbeda. 
Apalagi melihat bahwa kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) di Kota Malang 
tidak sepenuhnya diterapkan oleh beberapa 
perusahaan sehingga menimbulkan 
kesenjangan antara pekerja satu dengan 
pekerja yang lain yang berbeda perusahaan. 
Cara pandang ini biasa disebut persepsi 
pekerja. Sesuai dengan pengertian Persepsi 
menurut Leavit dalam Sobur (2003, h.445) 
“Persepsi dalam arti sempit adalah 
penglihatan, bagaimana cara seseorang 
melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas 
persepsi adalah pandangan atau pengertian 
yaitu bagaimana seseorang memandang 
atau mengartikan sesuatu.” 
 
a. Latar Belakang, Pengetahuan, dan 
Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun 
yang Menerima Upah Jauh di Bawah 
Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) Malang 
Irvin T. Rock dalam Muchtar (2007, 
h.14-15) yang menjelaskan, karakteristik 
seseorang terhadap suatu objek, salah 
satunya adalah perseptor dalam 
mempersiapkan sesuatu tidak terlepas dari 
latar belakang perseptor. Dan secara umum 
dalam mempersepsikan sesuatu, seseorang 
harus dibekali pengetahuan, panca indera, 
dan kesadaran lingkungan. Berdasarkan 
teori tersebut, dan berdasarkan hasil di 
lapangan bahwa ternyata latar belakang dan 
pengetahuan dari pekerja mempengaruhi 
persepsi pekerja itu sendiri. Terlebih pada 
pekerja di bawah UMK dan pekerja di atas 
UMK yang memiliki perbedaan yang 
signifikan dalam persepsi yang mereka 
sampaikan. 
Pekerja dikatakan menerima upah di 
bawah standard UMK 2013 yaitu pekerja 
tersebut menerima upah di bawah dari 
kisaran Rp. 53.612,- untuk 25 hari kerja 
dalam satu bulan, atau di bawah dari 
kisaran Rp. 63.823,- untuk 21 hari kerja 
dalam satu bulan. (Hasil wawancara pada 
tanggal 16 Januari 2013, pukul 09.30 WIB). 
Khususnya pekerja di Kecamatan Sukun 
yang menerima upah jauh di bawah 
Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) 
menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
pekerja tersebut berlatar belakang sudah 
berkeluarga dan memiliki anak serta upah 
yang diterima jauh di bawah UMK per-
bulannya, memiliki kesamaan dalam 
persepsi mereka bahwa pekerja tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan sesuai KHL. 
Bahkan, ada yang melakukan unjuk rasa 
dan demo beberapa waktu yang lalu di 
tempat mereka bekerja di daerah mulyorejo, 
kecamatan sukun, tepatnya di pabrik rokok 
PT Utama Mama untuk menuntut agar 
upahnya naik. Dalam persepsi pekerja-
pekerja tersebut sebagian besar mengatakan 
bahwa Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) tidak berpengaruh besar terhadap 
pekerja seperti mereka. Malah ada pekerja 
yang mengatakan bahwa kebijakan UMK 
tidak berpengaruh karena berdasarkan 
pengetahuan yang pekerja miliki, pekerja 
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mengerti bahwa kebijakan UMK acuannya 
pada pekerja lajang bukan pekerja yang 
sudah berkeluarga seperti mereka.  
 Pekerja di Kecamatan Sukun yang 
memiliki upah jauh di bawah UMK juga 
memiliki persepsi bahwa kebutuhan yang 
seringkali mendesak sedangkan kondisi 
perusahaan yang sepi sehingga upah 
diterima juga tetap mengakibatkan pekerja-
pekerja tersebut akhirnya harus pintar-
pintar mengatur keuangan mereka. Dari 
penelitian tersebut ditemukan juga bahwa 
persepsi pekerja ternyata tidak dipengaruhi 
oleh karakteristik pekerja itu sendiri, tetapi 
juga ada faktor kebutuhan dan keinginan 
serta kondisi lingkungan perusahaan yang 
mempengaruhi persepsi pekerja. Hal itu 
sesuai dengan teori Menurut Baltus yang 
dikutip oleh Sobur (2003, h.459), yang 
menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi, salah satunya 
adalah kondisi lingkungan, Kebutuhan, dan 
keinginan. 
 
b. Latar Belakang, Pengetahuan, dan 
Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun 
yang Menerima Upah di Atas 
Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) Malang 
Berbanding terbalik dengan pekerja-
pekerja di Kecamatan Sukun yang sudah 
menerima upah di atas kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 
2013 sebesar Rp. 1.340.300,-. 
Menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
pekerja yang berlatar belakang sudah 
berkeluarga dan memiliki anak, serta upah 
yang diterima di atas UMK per-bulannya 
memiliki kesamaan pula dalam persepsinya. 
Yang membedakan dari persepsi pekerja 
jauh di bawah UMK adalah dalam persepsi 
pekerja-pekerja di atas UMK sebagian 
besar mengatakan bahwa Kebijakan Upah 
Minimum Kota (UMK) berpengaruh 
terhadap pekerja itu sendiri. Pekerja-pekerja 
tersebut beranggapan bahwa perusahaan 
tidak bisa semena-mena dalam memberikan 
upah pada karyawannya dan pekerja pun 
juga merasa aman dengan kebijakan UMK. 
Serta pekerja merasa sangat cukup untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. 
 
4.  Dampak Pelaksanaan Kebijakan 
Upah Minimum Kota (UMK) Malang 
terhadap Kesejahteraan Pekerja di 
Kecamatan Sukun Kota Malang 
Berdasarkan teorinya William N. 
Dunn dalam Wibawa (1994, h.5), yang 
menyebutkan bahwa “Dampak kebijakan 
adalah perubahan kondisi fisik maupun 
sosial sebagai akibat dari output kebijakan”. 
Output adalah barang, jasa, atau fasilitas 
lain yang diterima oleh sekelompok 
masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran 
maupun kelompok lain yang dimaksud 
untuk disentuh oleh kebijakan.  
Kebijakan dalam hal ini adalah 
kebijakan dari pemerintah untuk 
mengeluarkan kebijakan Upah Minimum 
Kota (UMK). Kebijakan Upah Minimum 
Kota (UMK) Malang tentunya bukan tak 
ada maksud tetapi pasti ada tujuan akhirnya 
seperti apa. Atau yang bisa disebut yaitu 
output dari kebijakan itu sendiri. Dari 
output tersebut maka akan diketahui suatu 
dampak dari kebijakan itu sendiri terhadap 
pekerja di Kota Malang khususnya pekerja-
pekerja di Kecamatan Sukun. 
Menurut Wibawa (1994, h.54) “Di 
dalam dampak ada unit sosial pedampak 
yang merupakan unit-unit sosial yang 
terkena dampak sebagai akibat 
dilaksanakannya kebijakan”. Unit sosial 
pedampak tersebut salah satunya adalah 
dampak individual yang meliputi kondisi 
ekonomi seseorang. Seorang pekerja yang 
memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik 
biasanya dapat dikatakan tingkat 
kesejahteraannya juga baik, Apabila 
dikaitkan dengan kebijakan UMK, maka 
pekerja yang dapat memenuhi Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL) yang meliputi 
kebutuhan dasar yaitu pangan (makanan 
dan minuman), papan, sandang, pendidikan, 
kesehatan, transportasi, rekreasi dan 
tabungan, serta pekerja pun juga merasa 
aman dan tenteram maka pekerja tersebut 
dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya 
sudah cukup baik. Hal tersebut sesuai 
dengan pendapatnya Wullur (2009, h.13) 
dan Soedarjadi (2009, h.77) tentang 
kesejahteraan. 
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a. Kemampuan Pekerja di Kecamatan 
Sukun Kota Malang terhadap 
Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari  
Kebutuhan sehari-hari adalah 
kebutuhan yang paling mendesak yang 
harus dipenuhi oleh pekerja. Kebutuhan 
sehari-hari tersebut pada umumnya meliputi 
makan, minum, keperluan anak sekolah, 
dan transportasi. Dari hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa pekerja di 
Kecamatan Sukun yang menerima upah 
jauh di bawah UMK, sebagian besar dari 
pekerja tersebut masih dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari mereka meskipun 
menipis sekali sedangkan untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan yang lain di luar itu, 
sebagian dari pekerja tersebut merasa tidak 
cukup dan alternatif yang mereka lakukan 
dengan mencari tambahan pekerja lain.  
Hal ini sedikit berbeda dengan yang 
diutarakan oleh pekerja-pekerja di 
Kecamatan Sukun Kota Malang yang 
menerima upah di atas UMK. Pekerja-
pekerja tersebut rata-rata mengatakan 
bahwa mereka sama sekali tidak merasa 
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya bahkan ada yang 
mengatakan lebih dari cukup.  
 
b. Kemampuan Pekerja di Kecamatan 
Sukun Kota Malang terhadap 
Pengantisipasian Kenaikan Harga  
Pekerja yang upahnya jauh di bawah 
UMK harus memutar otak agar kebutuhan 
sehari-hari mereka tetap bisa dipenuhi 
meskipun terjadi kenaikan harga. 
Umumnya pekerja melakukan penghematan 
terhadap barang yang mereka beli. Lain 
halnya bagi pekerja-pekerja di Kecamatan 
Sukun yang berada di atas Upah Minimum 
Kota (UMK) Malang tahun 2013, pekerja-
pekerja tersebut merasa bahwa kenaikan 
harga hanya sedikit berpengaruh. Mereka 
masih cukup mampu apabila terjadi 
kenaikan harga yang tidak terlalu tajam. 
Pekerja di atas UMK hanya 
mengkhawatirkan apabila kenaikan harga 
tersebut terjadi bersamaan di semua 
kebutuhan.  
 
 
c. Kemampuan Pekerja di Kecamatan 
Sukun Kota Malang dalam 
Melakukan Saving Per Bulan  
Berdasarkan Permenakertrans No. 17 
Tahun 2005 yang menyebutkan tentang 
komponen KHL yaitu sandang, pangan, 
papan, pendidikan, dan transportasi yang 
merupakan kebutuhan pokok sehari-hari 
pekerja, ada yang paling penting pula yaitu 
kebutuhan akan kesehatan, rekreasi, dan 
saving (tabungan). Saving atau simpanan 
bagi pekerja merupakan hal yang penting 
juga dilakukan untuk menjaga terjadinya 
sesuatu atau keinginan dari pekerja untuk 
melakukan hal yang baru di luar dari 
rutinitas atau keinginan lain yang ingin 
dipenuhi di luar kebutuhan sehari-harinya.  
Pekerja di Kecamatan Sukun yang 
menerima upah jauh di bawah Upah 
Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 
dapat disimpulkan bahwa para pekerja 
tersebut umumnya tidak bisa menabung 
dengan upah yang pekerja terima. 
Meskipun ada sedikit yang bisa menabung, 
itupun bisa jika ada tambahan penghasilan 
dari pekerjaan lain, ataupun gaji suami, lalu 
kebutuhan yang harus dipenuhi tidak terlalu 
banyak dan tidak ada kenaikan harga atau 
kondisi tertentu yang mendesak. 
Lain halnya dengan pekerja di 
Kecamatan Sukun yang telah menerima 
upah di atas kebijakan Upah Minimum 
Kota (UMK) Malang tahun 2013, di mana 
pekerja-pekerja ini, tidak mengalami 
kesulitan untuk saving. Karena upah yang 
diterima lebih dari cukup maka pekerja-
pekerja tersebut dapat menabung setiap 
harinya atau setiap bulan.  Walaupun di 
lapangan ada kenaikan harga, bagi pekerja-
pekerja ini saving merupakan hal yang 
penting untuk mereka. Karena dengan 
saving mereka dapat mengantisipasi hal-hal 
yang tidak diinginkan. 
Dari hasil penelitian yang ada di 
lapangan tersebut, bahwa pekerja di 
Kecamatan Sukun yang kebanyakan sudah 
berkeluarga yang menerima upah jauh dari 
standard UMK yang ditentukan, belum 
dapat dikatakan pekerja-pekerja tersebut 
sejahtera karena untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya saja pekerja 
diliputi rasa kecemasan yang dirasakan 
dalam mengatur keuangannya. Berbeda 
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dengan pekerja-pekerja yang sudah 
menerima upah sesuai dengan kebijakan 
UMK tahun 2013, pekerja-pekerja tersebut 
dapat dikatakan tingkat kesejahteraan 
cukup baik karena mereka mampu untuk 
memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari 
dan bahkan sesuai dengan hasil di lapangan 
pekerja-pekerja masih bisa melakukan hal 
lain dengan sisa upah yang mereka 
dapatkan yaitu salah satunya saving. 
Pekerja merasa aman dan tenteram.  
  Dampak Kebijakan Upah Minimum 
Kota (UMK) Malang terhadap 
kesejahteraan pekerja di Kecamatan Sukun 
khususnya, hanya dapat dinikmati oleh 
pekerja-pekerja yang memang sudah 
menerima upah sesuai dengan kebijakan 
Upah Minimum Kota (UMK) Malang atau 
pekerja yang tingkat upahnya tidak terlalu 
jauh dengan standard UMK tetapi 
kebutuhan yang dipenuhinya juga sedikit. 
 
Penutup 
1.  Kesimpulan 
Kebijakan Upah Minimum Kota 
(UMK) Malang Tahun 2013 didasarkan 
pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 
72 Tahun 2012. Langkah-langkah 
implementasi dan pengendalian kebijakan 
yang telah dilakukan oleh pemerintah 
daerah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi Kota Malang yaitu 
Sosialisasi yang meliputi penyampaian 
besaran UMK Malang, proses penangguhan 
UMK, dan Sanksi UMK. Selain proses 
sosialisasi, juga dilakukan pembagian tugas 
dan fungsi serta koordinasi yang cukup 
baik. Namun Implementasi UMK di 
lapangan yang tidak seluruhnya 
dilaksanakan menimbulkan cara pandang 
pekerja yang berbeda dalam melihat dan 
mengartikan kebijakan UMK itu sendiri. 
Cara pandang atau persepsi pekerja 
yang berbeda dalam mengartikan kebijakan 
UMK terlihat dari pekerja-pekerja di 
Kecamatan Sukun Kota Malang baik 
pekerja yang jauh di bawah UMK yang 
pernah melakukan aksi unjuk rasa dan 
mogok kerja maupun yang tidak, dengan 
latar belakang rata-rata sudah berkeluarga 
dan punya anak, serta mengerti akan 
pengetahuan tentang UMK memandang 
bahwa untuk memenuhi kebutuhan (KHL) 
tidak cukup karena pekerja digaji dari 
kebijakan perusahaan sendiri, di mana 
pekerja mau tidak mau harus mengerti 
kondisi perusahaan. Sehingga kebijakan 
UMK tidak berpengaruh  terhadap pekerja. 
Sedangkan pekerja di Kecamatan Sukun 
yang upahnya di atas UMK dengan latar 
belakang dan pengetahuan yang sama 
dengan pekerja jauh di bawah UMK 
memandang bahwa kebijakan UMK 
penting untuk pekerja karena dapat 
memberi rasa aman bagi pekerja dan untuk 
memenuhi kebutuhan dapat tercukupi.  
Pekerja yang menerima upah di atas 
UMK dapat dikatakan kondisi ekonominya 
cukup baik karena pekerja mampu untuk 
melakukan pemenuhan Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) yang meliputi kebutuhan 
dasar hingga proses saving. Sehingga 
kesejahteraan pekerja pun dapat diperoleh 
karena pekerja merasa aman dan tenteram. 
Sedangkan pekerja yang menerima upah 
jauh di bawah UMK belum dapat dikatakan 
sejahtera karena pekerja dalam melakukan 
pemenuhan KHL sering diliputi kecemasan 
dalam mengatur keuangannya sehingga 
sering kali KHL tidak dapat terpenuhi 
dengan baik.  
 
2.  Saran  
 Untuk mewujudkan pemerataan 
kesejahteraan bagi pekerja-pekerja 
khususnya di Kecamatan Sukun melalui 
Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) 
Malang, maka ada beberapa hal penting 
yang dapat dijadikan masukan yaitu proses 
sosialisasi yang lebih meluas, adanya LSM 
selain SPSI untuk menyampaikan tuntutan 
pekerja, masa penangguhan yang 
diperpanjang, sanksi yang dipertegas, dan 
penambahan petugas pengawas. 
  
 
 
 
 
 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1,  No. 3, h. 125-134  | 134  
Daftar Pustaka 
DAFTAR PUSTAKA 
Abdul Wahab, Solichin. (2005) Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara. 
Dwidjowijoto, Riant N. (2006) Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta, Elex 
Media Komputindo. 
Dunn, William N. (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Ed. Kedua. Yogyakarta, Gadjah  Mada 
University Press. 
Khakim, Abdul. (2006) Aspek Hukum Pengupahan. Bandung, Citra Aditya Bakti. 
Muchtar, T. W. (2007) Ciri-ciri dan Karakteristik Persepsi, diakses pada Tanggal 21 September 2012 
dari www.repository.upi.edu. 
Pawito (2007) Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta, LKiS. 
Permenakertrans Nomor PER-17/MEN/ VIII/2005 Pasal 1, Kebutuhan Hidup Layak (KHL), diakses 
pada Tanggal 3 Juli 2012 dari www.repository. usu.ac.id. 
Setyodarmojo, Soenarko. (2000) Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa 
Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya, Airlangga University Press. 
Sobur, Alex. (2003) Psikologi Umum. Bandung, Pustaka Setia. 
Soedarjadi (2008) Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. ed. Revisi. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 
                    (2009) Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha. Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 
Sutanto (2003) Hubungan Industrial dalam Praktek Dilengkapi dengan Pendekatan Teori. Jakarta, 
Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. 
Toha, Miftah. (2003) Ilmu Administrasi Negara. Jakarta, Grasindo Persada. 
Wibawa, Samodra. (1994) Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 
Wullur, Vera. (2009) Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat. Jakarta, Grasindo Anggota 
IKAPI. 
